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ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi diantaranya masih adanya perusahaan yang
mempekerjakan karyawannya yang kerja melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat
puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8

Pekanbaru ?.A
membayar imba

: ﬂ] erian imbalan
atas masa kerja ‘

y Pekanbaru ?

Metode observasi
(observational ré skripsikan hal
yang yang terja rentang waktu
tertentu, dan pene m memperoleh
data, maka penu awancara dan
langsung kelapang

Hasil peneli ntara karyawan
dengan PT Wira : , perlum berjalan
sebagaimana mest .ﬂ mar ' a pe el ri libur Nasional
tanpa dibayar up angan hak dan

kewajibannya, sert
kejadian pengaduanilapc
tidak dibayarkan. Uf g tidak membayar
imbalan atas lebihn . mbalan atas masa
kerja yang disepakati a Pekanbaru bahwa

g dengan bukti
a Kencana yang

Kata kunci: pelaksanaan perjanjian upah lembur antara karyawan dengan

PT.WIRADJAJA PRIMA KENCANA DI Kota pekanbaru



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag

DI disay yepepe fup udwnyo(q

ABSTRACT

The background of this research is that there are still companies that employ

for 6 (six) working day [ a day, and 40 (forty)
hours 1 (one) wee time on weekly
rest days and @ no overtime
pay is providé

The for. e pay work

legal action takés [ vipense r the agreed
working hours a pensa service )dedt PT Wiradjaja
Prima Kencana

within a certain Z _ 2 se lphenomena. In

obtaining data, theyé Lse (1 ¢ L z interviews and
direct spaciousne ' .

The results 1S I"ﬁ; : e rtime pay work
agreement betweelll e ' 24 djaja _Pri Ken Pekanbaru City

has not run prop . : .“ tlonal holidays
without being pa ' Z

obligations, and have
with evidence of co e@s of PT Wiradjaja
Prima Kencana wh st companies that
did not pay compensc¢ compensation for
the agreed working pefiod®e ekanbaru City that
based on existing lega
wages overtime by the %s_ofefforts to fight for their
rights.

indate of the Act

Keyword: implementation of over tine pay dgfeements beetwen employees and

PT.WIRADJAJA PRIMA KENCANA Kota Pekanbaru
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

5
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maupun spiritual

2

dan fungsi begi
fungsi pekerjayan
dan meningkatkar

kualitas manusia it

-Aa\aLy

Salah satu st
sebuah negara dapati
dalam meraih pemb
serta meraih pembarl
untuk meraih pertu
kesejahteraan pendudu
tenaga kerja.?

an pembangunan
a. Andil penguasa
an pembangkitan
it cangan yang baik
\gud menikkan kualitas

bekerja cocok dengan kebutuhan pasar, tetapi perihal ini kerapkali menimbulkan
karyawan jadi letih, tidak sehat, terluka apalagi wafat dunia dalam bekerja. Perihal ini
membutuhkan atensi terhadap kesehatan serta keselamatan kerja. Ketiga faktor tersebut

ialah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bila kesehatan karyawan serta kesehatan

1 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 6.

2Yesika Resianna Barimbing dan Ni Luh Karmini, Pengaruh PAD, Tenaga Kerja, dan Investasi Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali, E-JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN UNIVERSITAS
UDAYANA Vol. 4, No. 5, Mei 2015.
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keadaan tempat kerja didukung oleh keselamatan serta keamanan tempat kerja, hingga
tujuan industri serta karyawan hendak tercapai. Jaminan kesehatan serta keselamatan

kerja ini bisa tingkatkan efisiensi kerja, tetapi pada realitasnya kerapkali industri kurang

kelompok
Kelompok pe
pendidikannya

“ g

dan ekonomi, baikh it ' luanya. Tujuan
utama dari pertu ; ni b untuk e ‘ | u’ kerja memadai

penting dari perekonomian;%de c fkan lapangan kerja juga
merupakan persoalan pokok dala an ekonomi. Oleh Kkarena itu,

perancangan ekonomi harus mencakup perencanaan ketenagakerjaan. Masalah ini

disebabkan oleh kegagalan pemerintah untuk mengimplementasikan Regulasi

3Gerry Silaban, Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja dalam Peraturan Perundangan Keselamatan dan
Kesahatan Kerja, USU Press, Medan, 2014, hlm. 1.

4Fahrudin Arrozi Dan Ketut Sutrisna Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Lama Mencari Kerja
Bagi Tenaga Kerja Terdidik Di Kota Denpasar E-JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS UDAYANA, Vol. 7. No. 12 Desember 2018.

5Manulang, Pokok-Pook Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 12.



nery wejsy sejsIaAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fup udwnyo(q

Ketenagakerjaan. Dalam dunia manufaktur, sisi karyawan merupakan salah satu dari
tiga faktor terpenting seperti sumber daya, modal dan teknologi.®

Pasal 1 ayat 3 regulasi tentang ketenagakerjaanmengatakanpekerja ialah setiap

individu yang melakuk : : alam bentuk lain.Hal

ini jelas ba : ‘ ‘ ‘ ‘\“‘ .@c‘ gingat yang

lebih bagi para peke
..‘ 1
Regulasi tenténg enagakerjaan sebag ¢ #F am Pada Pasal
27 ayat 2 UUD

pekerjaan sebagaiflandsi \ : S ai dengan jam kerja

diraih untuk melindungi pekerja itu sendiril. Selain itu pula kebijakannya merupakan
upah lembur yang diatur dalam regulasi tentang ketenagakerjaan tentang tipe serta
watak tukang yang dicoba secara terus menerus oleh Menteri yang lebih aktif duit
lembur, ialah

Selanjutnya didalam Pasaltentang jam kerja lembur juga telah diterangkan telah

nyata apabila waktu kerja sudah melewati masa yang telah ditetapkan sampai pengusaha

6Zainal Asikin, Dasar DasarHukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 4.
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yakni jika masa lembur melewati dari masa yg sudah disepakati maka wajib membayar
memberikan imbalan kerja lembur kepada para tukang yang bekerja. Perhitungan

imbalan lembur harus memiliki regulasi yang jelas dan kekuatan hukum. Sampai waktu

inipenguasa telah meng h_dijelaskan didalam

Pasal 11 Perg V¢ N ‘ ‘!‘u\\“ .aa‘ )

masa kedelapan. dibayar 3 (3) kali imbalan sejam serta masa waktu yang
melebihi kesepakatan kesembilan dan kesepuluh dibayar 4 (4) kali
imbalan sejam.

2. Bila hari cuti formal terjalin atas masa kerja terpendek hingga

perhitungan imbalan lembur 5 (5) masa awaldibayar 2 (2) kali imbalan
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sejam, jam keenam 3 (3) kali imbalan sejam serta masa kerja yang
melebihi kesepakatan ketujuh serta kedelapan 4 (4) kali imbalan sejam.

3. Bila kerja melebihi masa kesepakatan maka dicoba dikala hari rehat

kerja 5 (5) hari kerja

‘ ‘ ‘ ““‘ .9 a mbalan atas

Didalam sa Kerja Dan

Transmigrasi Re allg Waktu Kerja

Lembur dan

boleh diganti dengan uang. Selain itu juga didalam Pasal 26 ayat (1) PP Nomor 36
Tahun 2021 menyebutkan bahwa waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling
lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu)
minggu.

Namun kenyatannya masih adanya perusahaan yang mempekerjakan

karyawannya yang kerja melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empatpuluh) jam 1 (satu)
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minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan)jam sehari,
dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1(satu)

minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi

namun tidak dib
lenyap haknya, d
yang semestinyd

pengusaha yang

ARALNANNE

0

bekerja yang beke

Berdasarkan

. “1;».\

KARYAWAN DENGAN PT WIRADJAJA PRIMA KENCANA DI KOTA
PEKANBARU”,
B. Rumusan Masalah

Sebagaimana pokok persoalan tersebut diatas, maka penulis dapat
mengemukakan indikator yang dibahas, diteliti dan dikembangkan lebih lanjut menjadi

masalah pokok, yaitu:
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1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerja upah lembur antara karyawan

dengan PT Wiradjaja Prima Kencana di Kota Pekanbaru ?

2. Apa upaya hukum terhadap perusahaan yang tidak membayar imbalan atas

dengan pelaksanaan perjanjian kerja upah lembur antara karyawan dengan PT
Wiradjaja Prima Kencana di Kota Pekanbaru.

b. Untuk memberikan masukan kepada PT Wiradjaja Prima Kencana di Kota
Pekanbaru terhadap pelaksanaan perjanjian kerja upah lembur antara

karyawan dengan PT Wiradjaja Prima Kencana di Kota Pekanbaru.
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D. Tinjauan Pustaka

34/DIRUT/0216 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan PT. Pos Indonesia, sesuai

dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Dalam upaya untuk melindungi karyawan, Kantor Pos Kudus sebagai bagian dari PT.

Pos Indonesia telah menerapkan pola pengaturan waktu kerja yang sesuai dengan

7Fuad Ahmad,Pelaksanaanpembayaran upah berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.102/Men/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan
Upah Kerja Lembur pada PT Cipta Agro Sejati di Kabupaten Rokan Hilir, Skripsi Tahun
2020.



nery wejsy sejsIaAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fup udwnyo(q

peraturan perundangan yang berlaku, dengan menggunakan pola kerja shift, namun
timbul permasalahan yang muncul dari kurangnya pemahaman dan pengetahuan dari

masing-masing pihak, yang menimbulkan potensi lahirnya keadaan yang tidak nyaman

Tenggara Baratfjang®pad imp! 3 DG ﬁ,r yur mengikuti
ketentuan yang Sielat ala 1 ’ pslipun peraturan
pemerintah yang
kedudukan Dewa

bertugas memberikan®sa i n ke i gb@llim menetapkan

yang mengikat ye jadi  gasa : ab. mi provinsi. Dewan

Indonesia Cabang Depok 16400) PT. Pos Indonesia tidak melaksanakan kewajibannya
membayar upah kerja lembur kepada karyawan, bertentangan dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta telah melanggar ketentuan Pasal

8Adi Febriyanto, Pelaksanaan Waktu Kerja Dan Upah Kerja Lembur Dalam Rangka Untuk
Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan PT. Pos Indonesia — Kantor Pos Kudus 59300, Skripsi Tahun
2017.

9Zainun Zakya Nugrahayu yang berjudul, Perspektif Kedudukan Dewan Pengupahan Provinsi Dalam
Penetapan upah lembur di Nusa Tenggara Barat, Skripsi Tahun 2019.
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78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu tidak
membayar upah kerja lembur kepada karyawan."

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ayu Puspita Sari dengan judul Analisis

upah lembur. Up atka Va ’ pgfihereka lakukan
dihitung setelah dilanggarnya
hak karyawan da etidaksesuaian
aturan dengan U Ulis*da Kepmenaketrans 102 L atalkan upah lembur

dibayar jika karyaWe ) me ke anfPasal 17 ayat (4)

PKB Danamon : auat f1ase | ] \ Bf satu jam tidak

Orang yang ingin bekerja, terutama yang sudah mencapai masa kerja, ialah orang
yang tahu bahwa dirinya bertanggung jawab atas kelangsungan dan progress kehidupan,
tidak hanya harus mencari nafkah, tetapi juga meyakini bahwa jasa yang dijual dapat

dilandasi oleh integritas. Pengusaha dan orang yang bekerja di negaranya sendiri harus

10Zainul Mutagqin, Pelaksanaan Pembayaran Upah Kerja Lembur Karyawan PT. Pos Indonesia (Studi
Kasus PT. Pos Indonesia Cabang Depok 16400), Skripsi Tahun 2020.

11Ayu Puspita Sari, Analisis Yuridis Tentang Waktu Kerja Lembur Perjanjian Kerja Bersama Antara PT.
Bank Danamon Indonesia, Tbk, Skripsi Tahun 2019.

10
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memiliki arti dari pekerjaan tersebut di atas, karena pada hakikatnya setiap orang
bekerja tidak cuma untuk mengedepankan kepentingan pribadi, namun juga untuk

mendapat kehidupan dalam masyarakat yang berkembang sepenuhnya yang memenuhi

meliputi perlinduiigéamn Ak alitl kerja, sistem
pengupahan ya ' engan pe . ng ditetapkan

Pemerintah, kewa al ke yarakat C i ar@lkegairahan dan

aktivitas yang dinamis dan bernilai, tidak dapat dilepaskan dari faktor fisik, psikis dan
sosial. Nilai yang terkandung dalam kerja bagi individu yang satu dengan lainnya
tidaklah sama. Nilai tersebut dapat mempengaruhi sikap dan perilakunya dalam bekerja,

beberapa pengertian kerja menurut para ahli diantaranya sebagai berikut :**

12Joni Bambang S., Hukum Ketenagakerjaan, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm 263-264.

13Sumarsono dan Soni, Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan ketenagakerjaan.(Yogyakarta :
Graha Ilmu, 2003) , hlm. 23.

141bid., him. 44.

11



a. Brown menyebutkan bahwa kerja merupakan penggunaan proses mental dan
fisik dalam mencapai beberapa tujuan yang produktif.

b. Steers dan Porter menyebutkan bahwa Kerja merupakan hal yang penting
dalam kehidupan individu karena beberapa alasan. Pertama, adanya pertukaran
atau timbal balik dalam kerja. Ini dapat berupa reward. Secara ekstrinsik,

DI disay yepepe fup udwnyo(q
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pendidikannya maka semakin tinggi pula kualitas seseorang. Sambil menunggu
pekerjaan yang dibutuhkan, pengeluaran mereka ditanggung oleh kerabat yang relatif
kaya, yang menunjukkan bahwa masalah pengangguran di daerah berkembang minim

terkait dengan kemiskinan."

15Fahrudin Arrozi Dan Ketut Sutrisna Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Lama Mencari
Kerja Bagi Tenaga Kerja Terdidik Di Kota Denpasar E-JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS UDAYANA, Vol. 7. No. 12 Desember 2018.

12
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Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 (Ketentuan Ketentuan
Inti Ketenagakerjaan), yang dimaksud tenaga kerja ialah “setiap orang mampu

melakukan pekerjaan (di dalam atau di luar hubungan kerja) untuk menghasilkan barang

yang memenuhi syarg

S VW enentty

maknanya | Seon

arakat, jadi disini

umumnya dikend ang at pelaku untuk setiap
perusahaan, setidp g aha yang ) g egjakan pekerja.
Apabila dilihat ¢
negara sebagai

intervensi untuk

rupanya KUHD itu sendiri : akna.Pada saat yang sama,
Purwosutjipto mengatakan bahwa pembuat undang-undang mengabaikan kurangnya
tafsir resmi KUHD, sehingga perusahaan dapat berkembang dengan semestinya sesuai

dengan keinginan perusahaan. volume bisnis, karena tidak masuk akal, sehingga hanya

bisa mengandalkan ilmu dan hukum.

16Kartasapoetra, G. dkk., Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm
12.
17Ridan H.S, Hukum Tenaga Kerja Di Indonesia, Atom Press, Semarang, 1997, hlm, 76.

13
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Molengraaft percaya bahwa melihat definisi perusahaan dari sudut pandang
ekonomi, yaitu melalui perdagangan atau penyerahan barang atau mengadakan

perjanjian perdagangan, tindakan terus menerus dilakukan untuk mendapatkan

g atau tidak terputus.

% ¢5 ihak ketiga

(optredennaar - all{asete P KWE a ldifa berdagang,

N

(Regelmatig)

18

Dengan memy terse : geldkukan kegiatan
untuk jangka wa atau sebulan)
kemudian terbuke @8ca aktifitasnya
bisa dilakukan te s spesifik atau
spesifik, dan tu menghasilkan

keuntungan.®

kerja, perjanjian tersebut memuat unsur-unsur pekerjaan, pengupahan dan tata tertib
dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan di katakan bahwa
pembentukan kaitan kerja adalah karena ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan
pekerja / buruh. Perjanjian kerja di buat dalam bentuk tertulis atau lisan, oleh karenanya

hubungan kerja mengacu pada hubungan (hukum) antara pengusaha dengan pekerja /

18Budiono, Abdul Rochmad, Hukum Perburuhan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999,
hlm, 54.
19Supramono Gatot, Kedudukan Perusahaan,Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hlm 17.

14
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pekerja (kariyawan) berdasarkan kontrak kerja, sehingga hubungan kerja tersebut
bersifat spesifik atau fakta. Adanya kontrak kerja akan menjalin kaitan antara pengusaha

dan pekerja. Dengan kata lain, karena merupakan kontrak kerja, maka hubungan

an) dengan

; ?‘“Q

o
)
==

00
c
[%2]
o
=
o
ot
=t
=5

kedua belah pih

=
[ ——p
[}
o
=.
»
D
o
=
o
o
D
—

secara lisan (Pas

ANAES

menjurus pada
sebagai berikut :?
a. Ada (obje

b. (Causa) erjaa anKetertiban umum,

memenuhi dua syarat akhir yang sah (perjanjian kerja), yaitu objek (pekerjaan) jelas dan
alasan tidak memenuhi persyaratan, kontrak tersebut tidak berlaku.

Sebaliknya, "Civil Law" mendefinisikan perjanjian kerja dalam Pasal 1601a.
Dalam perjanjian ini, satu pihak (pekerja) bekerja untuk pihak lain (pemberi kerja)

untuk jangka waktu tertentu dengan menerima batasan satu orang (pekerja) . upah.

20Ibid., hlm, 20.
21Kosidin, Koko, Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan, Mandar Maju,
Bandung, 2001, hlm, 41-42.

15
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Definisi ini terkesan memihak, yakni hanya pekerja (pengusaha) yang membatasi diri
untuk bekerja pada majikannya. Profesor Suepomo berpendapat bahwa kontrak kerja

harus merupakan perjanjian di mana satu pihak (pekerja) memungut upah untuk

membuat dirinya bekez jangka waktu tertentu

dan pihak lai ‘ ‘ ‘ m ‘\“‘ .’a h) dengan

2. Tinjau
Profesor Subekt erikan p ‘ Alah perjanjian
antar pengusaha . cirikan uy : C gf a makan yaitu

berdasarkan hubdig Q : ha aka pem Ker[a # mengeluarkan

2. Jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian berakhir (dalam hal PKWT).
Perjanjian kerja tidak akan berakhir (hubungan kerja tetap berjalan) karena:
a. Kematian pedagang
b. Dasar pengalihan hak perusahaan

“pasal 163 ayat (1) perubahan kemilikan dari pengusaha (pemilik) lama kep

22Hani, Handoko T, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia,BPFE, Yogyakarta, 2008, hlm,
12-13.
23Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuan, Cet. VI Djambatan, Jakarta, 2007, hlm, 9.
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engusaha (pemilik) baru karena penjualan (take over/akuisisi/divestasi),
pewarisan atau hibah”.

Ketika itu terjadi perpindahan perusahaan di atas (huruf b) tidak akan mengurangi

hak-hak pekerja / buruh

Cl

L} janjian peng Dl penjualan, subsidi).
S AR

ketenagakerjaan, sur hubunga % : erjfitah dan adanya
upah”. Dari pengf INge j ) 9_(PE afkerja) memiliki

3 unsur, yakni seb

Urutan merupakan unsur terpenting dalam hubungan kerja, artinya Pekerjaan
yang dilakukan oleh pekerja/buruh dilakukan atas perintah pengusaha. Dalam
praktiknya, tata tertib ini misalnya di Perusahaan dengan banyak pekerja
/buruhnya, ada aturan disiplin yang Pekerja/buruh harus mematuhi.
Terpenuhinya ketiga unsur di atas dengan jelas dapat menunjukkan bahwa telah

terjalin Hubungan kerja yang baik kontrak kerja tertera maupun lisan. Dalam hubungan

24Subekti.P. Hukum Perjanjian, Cet.V, Pembimbing Masa, Bandung, 1984, 27.
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kerja tetap, perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha didasarkan pada perjanjian

kerja tidak tetap, sedangkan dalam hubungan kerja tidak tetap, Perjanjian kerja antar

pekerja dan pengusaha didasarkan pada perjanjian kerja jangka waktu.

bahasa Indonesia dan mengancam jika tidak dibuat secara tertulis dan tidak dibuat
dalam bahasa Indonesia, maka dinyatakan (dianggap) PKWTT (Pasal 57(2) Hukum
Ketenagakerjaan).PKWT tidak bisa (tidak boleh) disyaratkan ada masa percobaan, jika
perjanjian mencantumkan masa percobaan dalam PKWT dianggap tidak pernah ada
(tidak sah). Oleh karena itu, jika hubungan kerja diputus karena masa percobaan (dalam

PKWT), pengusaha dianggap telah memutuskan hubungan kerja sebelum berakhirnya

18
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perjanjian kerja. Oleh karena itu, pemberi kerja dapat dikenakan sanksi dan membayar
ganti rugi kepada pekerja/buruh sebelum berakhirnya perjanjian kerja”.

3. Tinjauan Tentang Upah

Bagi ketentuan te ang yang diterima

serta dinyatak & ‘ ‘ “\“‘ .03 ‘

tercantum tunja

ataupun jasa yangisug licok oan de 3 balan prestasi

yang dibayarkan usaha | pe _ i aar .‘.ﬁ. lah dicoba oleh
tukang.
Upah atas p adil serta layak

diberikan kepada

diatas, maka ada beberapa pengertian lain tentang imbalan menurut Sadono Sukirno,
upah ialah pembayaran atas jasa- jasa fisik yang disediakan oleh tenaga kerja kepada
para pengusaha.”

Ada beberapa teknis yang didalam komponen Upahdiantaranya ialah :*®

25Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 351.
26Muchdarsyah Sinungan, Produktivitas Apa dan Bagaimana, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hlm. 90.
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a. Upah pokok, imbalan pokok yaitu upah minimum yang dibayarkan kepada
tukang menuruti pepekerjaan yang ditetapkan berdasar kesepakatan.

b. Upah senantiasa yakni tipe pembayaran yang diatur cocok dengan pekerjaan
yang diberikan secara senantiasa buat pekerjaan serta familinya yang
dibayarkan bertepatan dengan imbalan pokok semacam tunjangan anak,

=4

a. Sarana, . ikmatan dala : digs A= rtabiat spesial

sebab b n’ c dals ‘ § M n yang wajar
C. ' _

ataupun |Bisé | :
b. Riword, §e ayara : Atas ’ ngan industri

lan ialah“Hak

. g . embagi g .
Pasal yd ’

pekerja/buruh ya terima d n da - ﬂ sai imbalan dari

tukang yang didetetapkan dengan penuh pertimbangan dan kesepakatandimana wujud
kebijakan proteksi untuk tukang. maka sebab itu dapat dibicarakan jika perbandingan
anggapan tentang imbalan merupakan pangkal konflik terbuka antara pengusaha serta
pekerja. Upah bagi pengusaha merupakan cost (bayaran), serta upah untuk pekerja
merupakan buat penuhi kebutuhan hidup serta keluarganya. Sebaliknya untuk penguasa

upah merupakan bagian dari keadilan pembangunan. Bila upah ialah ( bayaran) hingga

27Sadono, Sukirno, Mikro Ekonomi Teori Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 351.
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hendak mempengaruhi terhadap harga jual benda—benda penciptaan. Dalam perihal ini
sistem ekonomi menghasilkan bayaran sedikit tetapi mendapatkan keuntungan yang

besar, prinsip ini tidak diterima oleh pekerja sebab upah ialah hak mereka yang wajib

abun 2003

manat N‘

tentang

akati merupakan

masa kerja yang melé 13 eridan serta 40 masa per

agakerjaan Kerja lembur cuma bisa
dicoba optimal 3 jam/ hari serta 14 jam sepanjang seminggu di luar hari kerja ataupun
hari libur formal. Dipaparkan pula dalam Pasal 78 regulasitentang Ketenagakerjaan
melaporkan kalau®“ Pengusaha yang memberlakukan masa kerja yang tidak sesuai
dengan waktu yang disepakati maka tukang tersebut wajib melewati masa pekerjaan

sebagaimana diartikan dalam Paasal 77 ayat( 2) wajib penuhi syaratt yakni:

28Sumantri, Hukum Tenaga kerja dan Perjanjian Kerja, Media Press: Surabaya, 2010, hlm.33.
29Djumadi, Hukum Perburuhan: Perjanjian Kerja, Rajawali Pers, 2004, hlm 7.
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1. Harus mendapatkan persetujuan dari tukang yang bersangkutan danmasa
pekerjaan yang tidak cocok dengan masa pekerjaan yang disepakati maka

hanya dapat dilaksanakan paling tidaknya banyak 3 (tiga) waktu dalam 1(satu)

ih dari masa

pekerjaan mereka, dan tuka
hari.*

Selanjuntnya bagi toko yang telah melaksanakan dasar perhitungan imbalan yang
tidak sesuai dengan masa kesepakatan kerja yang nominal lebih baik dari kesepakatan
yang berlaku (Keputusan Menteri), oleh sebab itu dengan demikian nominal imbalan

lembur tersebut juga berlaku.*Perjanjian kerja ialah sebagaimana yang dikatakan

30Lapeti Sari, Analisis Tingkat Upah Pekerja Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Rumah Makan dan
Restoran, Jurnal Ekonomi, Volume 17 Nomor 02 Agustus 2017.
31Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Volume 7, Nomor 1, April 2007 : 90.
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didalam bahasa belanda Arbeidsoverenkoms, memiliki beberapa makna, Pasal 1601

aKUHPerdata memberikan makna ialah :

Perjanjian pekerjaan ialah suatu kesepakatan dimana pihak yang satu sebagai

maklumat pekerjaan terhadap hak dan kewajiban para pihak. Maka regulasi terkait
ketenagakerjaan ialah hubungan kerja yang mana ikatan tersebut dilaksanakan antara
pengusaha dengan tukang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang
mempunyai unsur pekerjaan. Kesepakatan kerja (Arbeidsoverenkoms), sesuai dengan

Pasal 1601a KUH Perdata adalah suatu kesepakatan yang manasudut pertama yakni

32Imam Soepomo, HukumPerburuhanBagianPertamaHubunganKerja, PPAKRI Bhayangkara, Jakarta,
1968, him. 5.
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tukang mengikatkan dirinya di bawah perintah sudut lain (majikan) untuk sebuah masa

kerja tertentu dalam melaksanakan pekerjaan serta menerima imbalan”.*

Pendapat pakar membagikan penafsiran terhadap kesepakatan pekerjaan ialah

dimana kesepakatan agm aha disyarati bahwa

kesepakatan ‘ ‘ " \\\“ .&e Bjian mana

b. Kesepakatn kerja Tertulis.
Kesepakatan pekerjaan tertulis wajib muat terhadap tipe pekerjaan yang
hendak dicoba besarnya imbaln yang hendak didapat serta bermacam-macam

hak dan kewajiban yang lain untuk tiap- tiap sudut. Kesepakatan pekerjaan

33WiwohoSoedjono, HukumPerjanjianKerja, BinaAksara, Jakarta, 1987, hlm. 1.
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kodifikasi wajib secara jelas mengatakan apakah kesepakatan pekerjaan itu
tercantum kesepakatan masa pekerjaan tertentu.

Keputusan kemerntrian tenaga kerja dan transmigrasi tentang metode dan watak

Tktikad sya bagaimana ye elah diurai A padd hari- hari libur

formal, prinsipnyz - JF a eski demikian

tukang buat senantiasa pekerjaan pada hari cuti formal/ hari nasional terhadap konvensi.
Tetapi demikian, baik tukang yang melaksanakan pekerjaannya pada tipe serta watak
pekerjaan tertentu, ataupun tukang yang diperintahkan buat masuk bekerja atas dasar
konvensi, hingga pemilik usaha senantiasa wajib menyerahkan imbalan kerja melebihi

masa yang disepakati. Dipadati ataupun tidaknnya hak tukang buat memperoleh
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imbalan dari kesepakatan kerja diluar dari masa yang ditentukan tersebut hendak
mepengaruhi tingkatan kenyamanan serta kesejahteraan tukang yang bersangkutan.

4. Tinjuan Tentang Ketenagakerjaan

bersama dengan
pekerjaannya i
kehidupannya be

sebagaimana mes

Dalam Pasal at | Jnd , an bahwa tiap —
tiap warga negara b j agi kemanusiaan.
Begitupula dalam P 045 ahwa setiap orang

Kerja merupakan sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai profesi,
sengaja dilakukan untuk mendapatkan penghasilan. Kerja dapat juga di artikan sebagai
pengeluaran energi untuk kegiatan yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mencapai

tujuan tertentu, selanjutnya kerja dapat juga di artikan sebagai pengeluaran energi untuk

34Yusuf Sofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Citra Aditya Bhakti,
Bandung, 2000, hlm. 54.
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kegiatan yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu.**Kerja adalah

aktivitas yang dinamis dan bernilai, tidak dapat dilepaskan dari faktor fisik, psikis dan

sosial.
E.

pg  lingkup
terminoologi rya ilmiah
Pelaksanaan ial # lemikian rupa
secara matang daer impleme 12 afi€angan tersebut
sudah dianggap

Perjanjian a

atau dimana dua

sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan
dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan kerja.
Lembur ialah masa pekerjaanyang melewati batas masa pekerjaan dalam aturan

resmi penguasa yang dilakukan oleh sebuah perusahaan.®

35Sumarsono dan Soni,Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan ketenagakerjaan, Graha Ilmu,
Yogyakarta, 2013, hlm 14.

36Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengertian Lembur, diaksis pada hari Jumat, Tanggal 07 Mei 2021,
Pukul 21:12 Wib.
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Upah Kerja Lembur adalah upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha yang
mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja 7 jam sehari untuk 6 hari kerja dan 40 jam

dalam seminggu atau 8 jam sehari untuk 8 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu (pasal

27 ayat (1) Peraturan Pg jian Kerja

9% \
‘ ‘ R“‘ .’& ‘ ac ketenaga

kerjaan pasal W¥fa j ) melakukan

fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan
cermat.

2.Jenis penelitian Penelitian ini adalah jenis penelitian adalah menggunakan
pendekatan kualitatif sebagai metodologi penelitiannya, yakni penelitian yang
bertujuan untuk menjalankan fenomena melalui pengeumpulan data sedalam

dalamnya.
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B.Tempat Penelitian
Tempat penelitian yaitu di PT Wiradjaja Prima Kencana yang terletak di Kota

Pekanbaru

C. Data dan Sumb

Karyawan yang t

Pekanbaru.

RegulasiUUD 1945.
Populasi ialahtotal keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang memiliki
karakteristik yang sama. Dalam penelitian ini menjadi populasi adalah sebagai berikut:
1. Kepaala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.
2. Direktur PT Wiradjaja Prima Kencana Kota Pekanbaru.

3. Supervisor PT Wiradjaja Prima Kencana Kota Pekanbaru.
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4. Karyawan yang tidak diberikan upah lembur pada PT Wiradjaja Prima
Kencana Kota Pekanbaru.

Responden ialah para sudut yang dibuat atas sampel dalam suaturiset. Sampel

dalam penulisan ditetap aitu teknik sampling

non rando ] ‘ ‘ “““ .Oa gngan cara

orang-orang yangibg rkan : of: mberikan data

dan informasi da it Dinas oa Ke ok iradjaja Prima

Tabel 1.1 Responden dan Populasi

N Klasifikasi populasi Responden Sampel Sensus
@)
1. | Kepala Dinas Tenaga Kerja 1 orang - 1 orang
Kota Pekanbaru
2. | Direktur PT  Wiradjaja 1 orang - 1 orang
Prima Kencana Kota
Pekanbaru
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3. | Supervisor PT Wiradjaja 1 orang - 1 orang
Prima Kencana Kota
Pekanbaru

4. | Karyawan PT Wiradjaja | 100 Orang 60 Orang -
Prima Kencana Kota
Pekanbaru

Jumlah

Sumber :PT

Agar mernilag , ipe g@h maka harus
; ’ gejala s dalam hal ini
sejala’s
/4
penulis mengguniiaka pe AF' la]
f ’ ~

a.

penulis 1

mengelompokkan data berdasarka data, lalu akan penulis sajikan dalam
uraian kalimat, lalu penulis melakukan interpretasi data dengan
menghubungkan satu data dengan data yang lainnya, menghubungkan teori dan
ketentuan berkaitan dengan permasalahan.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Adapun selanjutnya penulis melakukan penarikan kesimpulan dengan metode

deduktif yang artinya menarik intisaridari hal-hal yang bersifat awam.
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BAB II
TINJAUAN UMUM
Tinjauan Umum tentang Tenaga Kerja dan Perjanjian Kerja

a. Pengertian Kerja
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Kerja merupakan sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai profesi,
sengaja dilakukan untuk mendapatkan penghasilan. Kerja dapat juga di artikan sebagai

pengeluaran energi untuk kegiatan yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mencapai

b. ] i@l yang penting
dalam keliic ivi na beberapa A, dldanya pertukaran
atau timb i it v Secara ekstrinsik,
reward se ng. ik, ire pe puaSaiidalam melayani.
Kedua, ke 3 Men ) apa rusahaan sebagai
[ ' -orang baru dan
Seringkali menjadi
dap menjadi sumber
. ad ya nilai keija bagi
individu yang b fentitas, harga diri dan
aktualisasi diri.
c. Supriyadi menyeb [ aadalalii¥beban, kewajiban, sumber
penghasilan, kesenangan siyak sasidir, dan lain lain.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kerja adalah
suatu proses kegiatan yang dilakukan seseorang untuk bisa mencapai suatu tujuan yang
diinginkan oleh orang tersebut, tujuan tersebut untuk dapat menerima imbalan baik

moril maupun materil.

37Sumarsono dan Soni, Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan ketenagakerjaan,Graha Ilmu,
Yogyakarta, 2003, hlm. 23.
38Ibid., hlm. 44.
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Selanjutnya didalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Tenaga Kerja menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi

menyebutkan baliwaten <erja ang ma melakukan
pekerjaan guna Mg bara ) méluhi kebutuhan
sendiri maupun
dengan menerima®iipa : : lam b ‘Ek . ch@fapa pengertian
tenaga kerja men
1. Menurut
tenaga ke
produksi

fisik maupt
2. Menurut

hu .91 erja dengan alat
diri, baik tenaga

alah (man power)
encari pekerjaan,

3. Menurut Eeng Stakat) bahwa tenaga kerja
ialah seluruh ju mdipu bekerja dan sanggup
bekerja bila ada per

ialah penduduk yang sudah a kerja dan mempunyai pekerjaan,
yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan suatu kegiatan lain
seperti sekolah, kuliah dan mengurus rumah tangga.

2. Pengertian Perjanjian Kerja

39%9Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.

40Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor kep.102 /men/vi/2004
tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

41Hani, Handoko T,Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, BPFE,Yogyakarta, 2008, hlm.
12-13.
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Dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan disebutkan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara

pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja,

hak dan kewajiban pgaa lang Ketenagakerjaan,

S LTSS b '9‘

e’o

Hubungan Kei

‘
perjanjian a4 kerja
(Arbeidsoverenk ' mien ’ ‘g perjanjian di
mana pihak kesatll 8 ng ] prifitah pihak yang
lain, si majikan atu waktu terten ; gan menerima
upah”.

Pendapat a e) o : tia ntang : 2@l aitu perjanjian
antara seorang b eng I ike indai Perjanjian
antara seorang bu : orang majik AT\ i fldai oleh ciri-ciri,
adanya suatu upah a atu hubungan di
peratas (dierstverhand na pihak yang satu
(majikan) berhak membe ditaati oleh pihak yang
lain.*

Ada 2 (dua) bentuk perjanjian kerja, yaitu :
a. Perjanjian kerja secara lisan
Perjanjian kerja umumnya secara tertulis, tetapi masih ada juga perjanjian kerja
yang disampaikan secara lisan. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan membolehkan perjanjian kerja dilakukan secara lisan, dengan

42Indra Afrita, Hukum Ketenagakerjaan dan Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial,
Pekanbaru,Prisma, 2017, hlm. 25.
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syarat pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerj yang berisi

Nama dan alamat pekerja, Tanggal mulai bekerja, Jenis pekerjaan dan

Besarnya upah.

Perjanjian k kerja tersebut

mempunyai ndang-Undang

Ketenagakerjaan s€bagai berikut:

uang penghargan masa kerja, uang penggantian hak, uang pisah.
2. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

Perjanjian untuk waktu tidak tertentu adalah suatu jenis perjanjian kerja yang
umum dijumpai dalam suatu perusahaan, yang tidak memiliki jangka waktu

berlakunya. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu tidak akan berakhir
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karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang
disebabkan oleh penjualan, pewarisan, atau hibah.

3. Perjanjian Kerja Dengan Perusahaan Pemborong Pekerjaan

aan pekerjaan kepada

‘ ‘ ‘“‘1‘“ ..a perjanjian

233/Men/2003 'Tent8 S D = Y Secara Terus
Menerus, khusushyg m Pasa : 1 ekerjaan yang

dijalankan secara

1.

2.

3.

4. Pekerjaan

5. Pekerjaan

6. Pekerjaan Dy ediag iSTrik pélayanan air bersih
7.

8.

9.
10.
11. an mengganggu proses

Maksud ketentuan tersebut di atas, bahwa pada hari-hari libur resmi, prinsipnya
pekerja/buruh tidak wajib bekerja. Walaupun demikian, pada jenis-jenis dan sifat
pekerjaan tertentu yang harus dijalankan secara terus-menerus, pekerja/buruh dapat
“diwajibkan” bekerja, dalam arti harus tetap melaksanakan pekerjaan di hari-hari libur

resmi dimaksud (sesuai shift kerja).

43Wiwoho Soedjono, Hukum Perjanjian Kerja, Bina Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 77.
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Demikian juga apabila terdapat suatu pekerjaan yang bersifat darurat dan harus

segera diselesaikan (guna memenuhi target terentu), maka pengusaha dapat

memerintahkan pekerja/buruh untuk tetap bekerja pada hari libur resmi/hari nasional

dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) harikerja dalam 1 (satu)
minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi
yang ditetapkan Pemerintah.

Selanjutnya didalam pasal tersebut sudah jelas jika melebihi waktu kerja yang
telah ditetapkan maka pengusaha wajib membayar upah kerja lembur kepada para

pekerja/buruh. Perhitungan upah lembur dirasa harus mempunyai kekuatan hukum,

44Adrian Sutedi. Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 27-28.
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maka dengan itu pemerintah sudah menetapkan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri
No0.102/MEN/V1/2004 Tentang Waktu Kerja Lembr Dan Upah Kerja Lembur yang

menyebutkan bahwa cara perhitungan upah kerja lembur sebagai berikut :

b. Apabila e nbur dilakuka : ral oydn dan/atau hari

libur resi vakt e;:‘j'ﬁ enal eria &r.' pat puluh) jam

1. itumgan upah kerja amd dibayar 2 (dua)

kali upah sejam.

c. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari
libur resmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam
seminggu, maka perhitungan upah kerja lembur untuk 8 (delapan) jam
pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam kesembilan dibayar 3(tiga) kali

upah sejam dan jam kesepuluh dan kesebelas 4 (empat) kali upah sejam.
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B. Tinjauan Umum tentang Upah Lembur
Perusahaan atau setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, entah milik

swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh, apabila mendapatkan

Cara pemb
Tahun 1981 sebag

1. Bila tempatspen ayaran i entukan da'a pjih atau peraturan
buruh biasanya

3. Apabila up aka pat sampai hari
0 zhik: b dil ayar, upah tersebut

ditambah den$ . . ] terla
4. Apabila sesudaii s nasit DAyar, maka disamping
berkewajiban u A g ksud dalam ayat (1),

Selanjutnya waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam
sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1
(satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari, dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu
untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (minggu) atau waktu kerja pada hari istirahat

mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah. Kewajiban dari

45Yulius Kasino, Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur di Perusahaan Menurut Hukum Positif,
Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 7, No. 1, April 2007 , hlm 90.
46Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981.
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perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh selama waktu kerja lembur adalah

sebagai berikut :¥

a. Membayar upah kerja lembur.

kerja dan 40 jamila emingg al d-‘ mingguan dan
atau pada hari lib
dilakukan paling Fhafiya Jam/b an |14 jan : ggti diluar istirahat
mingguan atau h,

1. Untuk 1 ja 3 ‘ an'u 3 adaly @8 upah lembur per

jam.

upah sejam adalah 1/173 upah sebulan. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam

Kepmenakertrans No. 102/MEN/V1/2004.

47Lalu Husni, Penghantar HukumKetenagakerjaan Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012,
hlm. 43-44.

48MS Harefa, Pelaksanaan Waktu Kerja Lembur dan Upah Lembur Bagi Pekerja Di P1. Sumber Alfaria
Trijaya, Tbk (Toko Alfamart Danau Sentarum),Jurnal Wacana Hukum, Vol VII, Tahun 2019, hlm 21.
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Selanjutnya didalam suatu perusahaan kadang-kadang terjadi perbedaan tentang
besarnya upah lembur yang dibayarkan kepada karyawan/tenaga kerja.” Apabila terjadi

perbedaan pembayaran premi seyogyanya diselesaikan oleh pengawas ketenagakerjaan

maupun kar ang kepada

pekerja/buruh  dan serikat
pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan
kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi

secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut

49Lidia Febrianti, Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan, UIR Law Revie Volume 01, Nomor 01, April 2017.

50Zulfiyanda, Upah Kerja Lembur Terhadap Jabatan Account Officer, Jurnal Dialektika Hukum Volume
3, Nomor 1 Tahun 2021, hlm. 3.

51Ridan H.S, Hukum Tenaga Kerja Di Indonesia, Atom Press, Semarang, 1997,hlm23.

52Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Volume 7, Nomor 1, April 2007 hlm 90.
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memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta
keluarganya.Selanjutnya Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja

setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja

pemerintah, lembaga p empat kerja, terkait

mengenai upal ‘ ‘ ‘ ““‘ .9@

wajib membayar ganti rugi dan denda.

Selanjutnya dalam pasal 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor Kep.102 /Men/Vi/2004 tentang Waktu Kerja Lembur Dan
Upah Kerja Lembur menyebutkan bahwa waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang
melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam)

hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari, dan 40 (empat puluh) jam

53Lalu Husni, Pangantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Radja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm. 21.

43



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada
hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah.

Hak Istirahat

pekerja @ skutan k g aterus - menerus
pada sua aa ekura ) sal 79 ayat (2)
huruf (c
c. Hak Istirahat*Ba ‘ n Pasal 2 Key ‘ )04 Tahun 2004
tentang istirahiat - panj ) orusa SUMEN/1V/2004),

perusahaan®¥ar jib pucla Nistitahat. pai #ddlah perusahaan

adanya Kep 51/ Men/ 1V/2004 adalah perusahaan yang wajib menyesuaikan dan
melaksanakan peraturan tentang istirahat penjang sesuai Kep 51/Men/ 1V/2004.

Hak Istirahat / Cuti Melahirkan, cuti melahirkan diberikan selama satu setengah bulan
sebelum saatnya melahirkan dan satu setengah bulan sesudah melahirkan menurut
perhitungan dokter kandungan atau bidan Pasal 82 ayat (1) Undang - Undang Nomor

13 tahun 2003. Dalam kasus tertentu , berdasarkan memori penjelasan Pasal 82 ayat
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(1) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003, lamanya cuti melahirkan ini dapat
diperpanjang berdasarkan surat kketerangan dokter kandungan atau bidan, baik

sebelum atau setelah melahirkan. Pekerjaan/ buruh perempuan yang mengalami

233/Men/2003 'Tent8 s Da {c Y Secara Terus
Menerus, khusushyg Pasa : ] ekerjaan yang

dijalankan secara

1.
2. e : S Drtasi.
3. . ansportasi.
4.
5.
6 tenaga listrik, jaringan
an bakar minyak dan gas bumi.
7. Pekerjaan di usaha swalayan, pusat perbelanjaan dan
sejenisnya.
8. Pekerjaan di bidang media masa.
9. Pekerjaan di bidang pengamanan”.
10. Pekerjaan di lembaga konservasi.
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11. Jika dihentikan akan mengganggu proses produksi dan
merusak material, termasuk pekerjaan pemeliharaan/perbaikan alat produksi.

Maksud dari ketentuan tersebut di atas adalah bahwa pada hari libur resmi,

pekerja/buruh pada p pada jenis dan sifat

pekerjaan te ‘ ‘ ‘ ““‘ .’ 3 buruh dapat

(untuk mencapai rtentu), maka pen 1 kah pekerja/buruh
untuk tetap beke ) : i N .ﬁ? akatan. Namun
pekerja/buruh y liwajibk . . akuke : ' erjaan tertentu,
dan pekerja/buruh§angidip < bel an su perjanjian, tetap

wajib membayar . Pelaksanaan hak p menerima upah

kepentingan orang perseorangan, dalam hal ini antara pekerja dan pengusaha, dimana
mereka mengadakan suatu perjanjian yang disebut perjanjian kerja. Adapun hukum
perjanjian itu sendiri ada/ditentukan dalam jilid ketiga KUHPerdata.

Penempatan merupakan salah satu fungsi terpenting dalam manajemen sumber
daya manusia, baik tidaknya seseorang ditempatkan pada suatu jabatan tergantung pada

penempatannya, dan apabila fungsi penempatan tersebut tidak dijalankan dengan baik
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maka secara otomatis dapat berdampak fatal bagi pencapaian tujuan organisasi. bagi
Soetjipto, pegawai Penempatan didasarkan pada latar belakang dan disiplin pegawai

yang diperoleh, yang dapat diterapkan langsung ke wilayah kerja yang ditentukan.

Sedangkan menurut Bug idang pekerjaan yang

sesuai dengag ‘ ‘ ‘\‘\“ .’ .

pegawai adalah
1. Faktor
selama

Faktor

akan membantu dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya,

sehingga pegawai dituntut untuk memiliki pengetahuan yang sesuai dengan
pekerjaannya.

2. Kompetensi, kemampuan menunjukkan kompetensi, kemampuan seseorang
untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Setiap

pekerjaan membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap tertentu.
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Kompetensi penting karena dirancang untuk mengukur kinerja seorang

karyawan, yang berarti mengukur seberapa berhasil seorang karyawan

melakukan tugas dan pekerjaannya.

Juga, juml: ar C a terg di masyarakat.
Jumlah penempa _:: ~atau ting ‘ pengaruhi oleh
kekuatan penawardiyéai pe . ain itu, pe 3 i mififaan tenaga kerja
dipengaruhi oleh @ihg pah. Ji a peénawaran tenaga

kerja akan meningk

menurun.>
Ada tiga jenis a erja. Yang pertama
adalah keseimbangan pend di mana tingkat upah di

peran ini, pemilik bisnis dapat mengisi banyak posisi terbuka, dan semua karyawan
yang ingin bekerja di pasar ini dapat memperolehnya. Dalam posisi pasar ini, tidak ada
surplus maupun kekurangan. Semua pihak merasa kebutuhannya terpenuhi dan tidak

ada paksaan yang pada akhirnya memicu perubahan upah.>

54 Soedjono Dirjosisworo, “HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di
Indonesia”, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 48.
55 Ridan H.S, Hukum Tenaga Kerja Di Indonesia, Atom Press, Semarang, 1997, hlm 34 35.
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Berikutnya ialah ketidak seimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga
kerja, yang disebut surplus tenaga kerja. Pada tingkat upah saat ini, penawaran tenaga

kerja lebih besar dari

permintaan tenaga kerjg akan terjadi dua hal

. <\, \\‘ ¥
yakni : “-‘ ‘ \‘ ’ .

permintaan tenaga kerja.*®

3. Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan ialah kaitan antara harga dan kualitas. Dalam kasus tenaga kerja,
permintaan tenaga kerja ialah kaitan antara tingkat gaji (harga tenaga kerja) dan jumlah

tenaga kerja yang diinginkan untuk di pekerjakan dalam jarak waktu tertentu.

56 Sumarsono dan Soni,Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan ketenagakerjaan, Graha Ilmu,
Yogyakarta, 2013, hlm 14.
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Kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja berbeda dengan kebutuhan konsumen akan
barang dan jasa. Orang membeli barang karena barang tersebut memberikan kesenangan

(utilitas) kepada pembeli. Sementara itu, seorang wirausahawan mempekerja kan

tergantung pd

produksinya. ntaai aga  ker; ermingad ginan (derived

demand).”
Permintaan e erja berhy . 1 agalkerja yang di

butuhkan oleh su:

konsumsi atau tidak membeli sama sekali (untuk komoditas sekunder dan
tersier). Dalam jangka pendek, perusahaan mengharapkan untuk meningkatkan

upah dengan mengurangi produksi. Pengurangan target produksi

57 Yulius Kasino, Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur di Perusahaan Menurut Hukum Positif,
Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 7, No. 1, April 2007 , hlm 90.

58 Lalu Husni, Penghantar HukumKetenagakerjaan Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012,
hlm. 43-44.
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mengakibatkan pengurangan tenaga kerja yang dibutuhkan. Pengurangan

jumlah pekerja akibat pengurangan skala produksi disebut efek skala.

b. Perusahaan akan merespon kenaikan wupah jangka panjang dengan

kapasitas produksinya. Untuk itu, perusahaan akan meningkatkan penggunaan tenaga
kerjanya.”
C. Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan

1.Pengertian Tenaga kerja

59 MS Harefa, Pelaksanaan Waktu Kerja Lembur dan Upah Lembur Bagi Pekerja Di PT. Sumber
Alfaria Trijaya, Tbk (Toko Alfamart Danau Sentarum),Jurnal Wacana Hukum, Vol VII, Tahun 2019, hlm
21.
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Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang — Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa tiap —
tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Begitupula dalam Pasal 28D ayat (2) Undang — Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang

tujuan tertentu, se cerja sa di ar l‘é 3 atan energi untuk

L H‘
kegiatan yang diblil : : encapai tujn Ath.’Kerja adalah

diinginkan oleh orang tersebut, tujuan tersebut untuk dapat menerima imbalan baik
moril maupun materil.

Selanjutya tujuan hukum ketenagakerjaan adalah untuk mencapai atau
melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan dan melindungi tenaga

kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha, misalnya yang membuat

60Sumarsono dan Soni,Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan ketenagakerjaan, Graha Ilmu,
Yogyakarta, 2013, hlm 14.
61Ridan H.S, Hukum Tenaga Kerja Di Indonesia, Atom Press, Semarang, 1997, him 34 35.
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atau menciptakan peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa agar pengusaha tidak
bertindak sewenang-wenang terhadap para tenaga kerja sebagai pihak yang lemah.

Berdasarkan rumusan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Hukum

Ketenagakerjaan me aian peraturan yang
tertulis maup S ‘ ‘ ““‘“ .Q a dian dengan
adanya orang - g ang berupa
upah”. Peranan <€ c 1% ea ﬂ psial ekonomi
tenagakerja sertaj@gp ditep ; d onomi tenaga
kerja sesuai deng 2 dan aspirasi bang j aralil gotong royong
sebagai ciri khas

Perjanjian | ang berkenaan

dengan hubunga j i 1 kerja maupun

pengusaha/perusa ilakg1Ka eTseo an, \seda dpabila ketentuan-

Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tiap pengusaha yang mempekerjakan sekurang-
kurangnya 10 (sepuluh) pekerja/buruh wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai
berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sedangkan dalam

Pasal 111, peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat:

62 ITman Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja. Jambatan, Jakarta, Cetakan ke VIII,
1994, hlm 1-2.
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2. Hak dan kewajiban pengusaha.
3. Hak dan kewajiban pekerja/buruh.

4, Syarat kerja.

Kota Pekanbaru perdagangan,

pengangkutan da a Wirariawan

lawer yang berala ar : ' al: ‘ NO! 56, Air Hitam,

bandara.
d. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian batubara dan genteng

e. Serta dan lain sebagainya.

2. Visi dan Misi

Visi

PT Wiradjaja Prima Kencana adalah mitra terpercaya dalam industri jasa

konstruksi.
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Misi
1. Menempatkan kepuasan klien sebagai komitmen utama.

2. Menempatkan mitra kerja sebagai bagian integral dari tim kerja.

5. Memperlt

6. Mem

1. Struktur
Struktur orgag it kerja) dalam
organisasi.Struktu an menunjukkan

bagaimana ' ataug~ kegiatan-kegiata y peda-beda tersebut

umumnya struktur organisasi mengacu pada hubungan-hubungan yang sedikit banyak
tetap dan formal dari peran dan tugas yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan
organisasi, pengelompokan kegiatan, pendelegasian wewenang dan arus informasi
secara vertikal dan horizontal dalam organisasi. Struktur organisasi yang jelas akan

dapat menghindari adanya ketimpangan-ketimpangan dalam melaksanakan pekerjaan.
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Adapun struktur organisasi PT Wiradjaja Prima Kencana Kota Pekanbaru, maka

dapat dilihat pada gambar berikut ini :

STRUKTUR ORGANISASI PT WIRADJAJA PRIMA KENCANA

KOTA PEKANBAR

o

=]

=

=

= MANAGE | ANZ MANAGER
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5 SUB
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H MARKETING
i!
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;
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BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan perjanjian kerja upah lembur antara karyawan dengan PT

lama waktunya menyimpang daripada yang seharusnya. Pada hakekatnya kerja lembur
adalah suatu hak bagi pekerja atau buruh. Makna dari hak tersebut adalah pekerja dapat
memutuskan dan memilih apakah akan melakukan kerja lembur sepert yang dimintakan
oleh pengusaha atau majikan.

Berdasarkan hasil kuesioner yang penulis lakukan dilokasi penelitian bahwa ada

berbagai macam tanggapan yang diperoleh mengenai pelaksanaan perjanjian kerja upah
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lembur antara karyawan dengan PT Wiradjaja Prima Kencana di Kota Pekanbaru

diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.1

NO
1.
2.
variable,yakni
variable benar de able tidak be an dari vari ] a_afle 3 orang yang
menjawab benar seflangkal K ke . ﬂ k benar ada 57

orang dari tabel

i &g;m

pur telah melalui prosedur yang

NO | Jawaban Kusioner JUMLAH RESPONDEN PERSENTASE

1. BENAR 1 1%

2. TIDAK BENAR 59 99 %
JUMLAH 60 100%

Sumber Olahan:PT Wiradjaja Prima Kencana 2021
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Berdasarkan tabel di atas III,2 karyawan yang menjawab BENAR adalah

sebanyak 1 karyawan yang menjawab TIDAK sebanyak 59 karyawan maka dengan

demikian dapat kita tarik kesimpulan bahwa pihak PT WIRADJAJA PRIMA

termasuk suatu pelanggaran terhadap dunia pekerjaan ?

NO | Jawaban Kusioner JUMLAH RESPONDEN PERSENTASE

1. BENAR 57 97%

2. TIDAK BENAR 3 3%
JUMLAH 60 100%
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Sumber Olahan:PT Wiradjaja Prima Kencana 2021
Berdasarkan tabel di atas II[,4 karyawan yang menjawab BENAR adalah

sebanyak 57 karyawan sedam@kan yang menjawab TIDA gbanyak 3 karyawan maka

dengan demikian jika perusahaan
tidak memberikah, up adap dunia

pekerjaan

Dengan PT
NO
1.
2.
Sumber Olahi
Berdasarkan tall b BENAR adalah
sebanyak 55 karyawan se@ nyak 5 karyawan maka
dengan hal tersebut dapat ditd batanPerjanjian Kerja Upah

Lembur Antara Karyawan Dengan PT ddjaja Prima Kencana Di Kota Pekanbaru
tidak dapat diselesaikan secara internal maka dilanjutkan ditingkat pengadilan.

Dari hasil kuesoner yang penulis lakukan dilokasi penelitian maka penulis
mendapatkan beberapa jawaban dan pertentangan jawab dari pada responden maka

dapat penulis simpulkan dari 60 kuisoner terdapat 57 orang atau 5,26 % responden

sependapat bahwa belum terlaksananya pelaksanaan upah lembur yang dilakukan oleh
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PT. Wiradjaja Prima Kencana Di Kota Pekanbaru. Selanjutnya sebanyak 3 orang atau
1,8% mengatakan bahwa sudah terlaksana oleh karena itu sesuai dengan aturan yang

berlaku maka perusahaan telah melanggar hak-hak karyawan yang telah melaksanakan

dengan PT Wi

Wiradjaja Primajls emi mengejar

sebuah target pe embur tersebut

sesuai salah s ndang-undang

Akhanye

Ketenagakerjaan I A sesuai amanat

Undang-Undang déngdi. buikti I , afifan karyawanPT

Disini peratu

mempekerjakan mereka terhadap sumber daya para pekerjanya. Potensi-potensi yang
dianggap merugikan pekerja itulah yang coba untuk dibentengi oleh pemerintah melalui
Undang-undang ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasinomor kep . 102/MEN/V1/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah

kerjalembur sekaligus memberikan kesejahteraan dan kesehatan pekerja atau buruh.®

63Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan Tenagakerja Kota PekanbaruBapak Sumadi,
Pada Hari Kamis, Tanggal 04 September 2021, diKantor Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.
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Diluar teknis pelaksanaan disebut kerja lembur dimana pengusaha hanya dapat
memperkerjakan pekerja atau buruh sesuai Pasal 78 ayat 1 ( satu ) huruf b yang

berbunyi : “ Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 ( tiga) jam

dalam 1 ( satu ) hari dg Belas ) jam dala g ainggu “. Akan tetapi

\ a
pengaturan wg er)d urapn h“l“ .9‘ erta belaku

ayat ini misalnya
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Kota Pekanbaru mengenai pelaksanaan perjanjian kerja upah lembur antara karyawan
dengan PT Wiradjaja Prima Kencana di Kota Pekanbaru bahwa Peraturan perundang-
undangan yang dibentuk oleh pemerintah dengan wujud Undang-undang

Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 mengatur mekanisme tersebut. Ada 2 (dua) hal

64Penjelasan Pasal 77 ayat 3 ( tiga )Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003.
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pokok yang menjadi pedoman dalam menerapkan kerja lembur, yaitu pada ketentuan

pasal 78 ayat 1 (satu) yakni :*°

1. Ada persetujuan antara pekerja atau buruh yang bersangkutan.

bekerja lembur, S a tangan penguse eL eggangkutan untuk
melakukan lemb * ata e n k # juga dilakukan

antara serikat bur an pen perjanjian i : peSEbagai Perjanjian

lembur akan tetapi bukan berarti para pengusaha bisa memberikan jam kerja lembur
yang tidak terbatas kepada pekerja. Ada pembatasan Pengaturan pembatasan waktu
kerja lembur ada dalam Undang-undang Ketenagakerjaan dengan tujuan untuk
memberikan perlindungan kepada buruh agar tidak dirugikan kepentingannya oleh

pengusaha.

65Hasil Wawancara Dengan Direktur PT Wiradjaja Prima Kencana Kota Pekanbaru Bapak Wirariawan
Lawer, Pada hari Kamis, Tanggal 4 September2021, di Kantor PT Wiradjaja Prima Kencana Kota
Pekanbaru.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Supervisor PT Wiradjaja Prima Kencana
Kota Pekanbaru mengenai pelaksanaan perjanjian kerja upah lembur antara karyawan
dengan PT Wiradjaja Prima Kencana di Kota Pekanbaru bahwa PT Wiradjaja Prima

) i

@y 1

mempengarub yeoa
<

Kencana telah mela

untuk melakuk

tambahan.

Lembur atau yang biasa disebut sebagai kerja lembur timbul setelah adanya
perjanjian dari kedua belah pihak yaitu pengusaha dan buruh atau pekerja. Akan timbul
hak dan kewajiban diantara para pihak, pengusaha sebagai pihak yang mempekerjakan
dan pekerja atau buruh sebagai pihak yang dibebani kewajiban. Masing-masing harus

mematuhi dan melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya.
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Ada pula kewajiban-kewajiban PT Wiradjaja Prima Kencana apabila
mempekerjakan pekerja selama waktu kerja lembur. Perusahaan pun telah

melaksanakan kewajiban untuk :%

Kencana Kota PeKa engenai pelaksar 3 pall lembur antara
karyawan denga (encana di % alilwa PTWiradjaja

Prima Kencana anbaru | : an upah kerja

Lembur Dan Upah Kerja Lembur.®” Namun hal ini belum juga digubris oleh perusahaan
karena menganggap bukan sebagai kerja lembur.
Berdasarkan hasil obsevasi penulis dilokasi penelitian mengenai pelaksanaan

perjanjian kerja upah lembur antara karyawan dengan PT Wiradjaja Prima Kencana di

66Hasil wawancara dengan Bapak Hasrul Ilmi, Supervisor PT Wiradjaja Prima Kencana Kota
Pekanbaru, pada hari Kamis, Tanggal 4 September 2021, di PT Wiradjaja Prima
Kencana Kota Pekanbaru.

67Hasil wawancara dengan beberapa Karyawan PT Wiradjaja Prima Kencana Kota Pekanbaru, Pada hari
Kamis, Tanggal 4 September 2021, di Kantor PT Wiradjaja Prima Kencana Kota Pekanbaru.
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Kota Pekanbarubahwa ada beberapa alasan yang mempengaruhi/menyebabkan
perusahaan meminta atau memerlukan para buruhnya untuk melakukan kerja lembur,

diantaranya yaitu dinamika perekonomian yang semakin maju dan pesat, mengejar

membayar upah E aryawan PTWira : lah melakukan
lembur mendapd
makanan dan mim S a pekerja L panti rugi atas
dilanggarnya pas putusan N nag rasi Nomor 102
Tahun 2004 tentang

Berdasarkan v oan, Ke pgdwWasan Tenagakerja

hukum seharusnya dikategorikan telah melakukan kerja lembur karena telah bekerja di
luar jam kerja maksimum yang diatur oleh undang-undang. namun pihak perusahaan
tidak menganggapnya sebagai lembur dan pada gilirannya perusahaan juga sampai hati

pula untuk tidak membayar upah khusus pelaksanaan lembur bagi buruhnya.®

68Hasil Observasi Penulis dilokasi penelitian, Pada Hari kamis, Tanggal 4 September 2021, di Lokasi
Penelitian.

69Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan Tenagakerja Kota PekanbaruBapak Sumadi,
Pada Hari Kamis, Tanggal 4 September 2021, di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur PTWiradjaja Prima Kencana Kota
Pekanbaru mengenai hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerja upah lembur antara

karyawan dengan PT Wiradjaja Prima Kencana di Kota Pekanbarubahwa dikarenakan

perjanjian anatara PTM tentang jam kerja
terhadap te h lembur
tersebut menjé arkan upah
lembur sesuai d an jam kerja
lembur yang tid am ‘ PNiCana namun
kekeliruan para peke Se k i g a ketika tidak

adanya absen ke ' JyIE ngangg ; L1 ak masuk kerja

meskipun ia mas

siapa yang membayar upah lembur juga tidak jelas disebutkan disana sehingga pekerja
pun bingung untuk mengadu kepada siapa.”!
Berdasarkan hasil obsevasi penulis dilokasi penelitian mengenai hambatan dalam

pelaksanaan perjanjian kerja upah lembur antara karyawan dengan PT Wiradjaja Prima

70Hasil Wawancara Dengan Direktur PT Wiradjaja Prima Kencana Kota Pekanbaru Bapak Wirariawan
Lawer, Pada hari Kamis, Tanggal 4 September 2021, di Kantor PT Wiradjaja Prima Kencana Kota
Pekanbaru.

71Hasil wawancara dengan beberapa Karyawan PT Wiradjaja Prima Kencana Kota Pekanbaru, Pada hari
Kamis, Tanggal 4 September 2021, di Kantor PT Wiradjaja Prima Kencana Kota Pekanbaru.
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Kencana di Kota Pekanbarubahwa PTWiradjaja Prima Kencana hanya membayarkan
upah lembur sesuai dengan absensi yang kami rekap setiap bulannya. Sedangkan jam

kerja lembur yang tidak termasuk dalam pembukuan PTWiradjaja Prima Kencana

melakukan pekéfjlan®Sesuai dengat 181 ﬁ,r i hak pekerja
yang sudah lembig djaja getdlican. Hal yang
menjadi hambata

embayar u
bingung untuk meng
B. Upaya h lila .I y ak membayar

imbalan atas¥ a_jans k ang dis ati_s ) berian imbalan

atas masa ke X ada PT i@’ Kencana di Kota

Pekanbaru

Upah memegang pé n salah satu ciri suatu
hubungan disebut hubungan ke akan upah merupakan tujuan

utama dari seorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum
lain.Karena itulah pemerintah turut serta dalam menangani masalah pengupahan melalui

berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

72Hasil Observasi Penulis dilokasi penelitian, Pada hari Kamis Tanggal 4 September 2021 di Lokasi
Penelitian.
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Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan
agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pengupahan di Indonesia pada

umumnya didasarkan kepada tiga fungsi upah, yaitu:

antara pekerja dan majikan atas manfaat yang didapatkan.

Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan
adanya kesepakatan bersama dengan ketentuan yang disepakati oleh pekerja/penyedia
jasa pekerjaan. Adanya ketentuan waktu dalam bekerja yang ditentukan, serta besaran

sistem pembayaran upah dan acuan besaran upah yang harus dikeluarkan dan perbedaan
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umum yang sangat mencolok dari konsep yang digunakan dalam Hukum Islam dan
Undang-undang Ketenagakerjaan.

Pengupahan karyawan merupakan bentuk pemberian kompensasi yang diberikan

dengan judul “St ‘omparasi St . i Aurut UU No. 13

Tahun 2003

atas masa kerja yang @ ] djdjaedPrima Kencana di Kota

melakukan kerja lembur namun tidak diberikan upah lembur oleh pihak perusahaan,
dapat melakukan beberapa langkah atau upaya untuk memperjuangkan hak-haknya.
upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh itu yaitu mengadukan kepada Pegawai
Pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Kota Pekanbaru. Mengenai eksistensi Pegawai
Pengawas Ketenagakerjaan ini telah diatur letaknya dalam bab XIV tentang

Pengawasan pada Undang-undang R.I Nomor 13 tahun 2003. Di dalam pasal 176 telah
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dinyatakan :“Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas
ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin

pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan”. Jika mengacu pada bunyi

dari dinas te awasan atas

Pekanbaru mengené , p ahaan yang tidak
membayar imbal Derian imbalan

atas masa Kkerja

Pekanbarubahwa Hig ja le e 7 pegisi absen kerja

menganggap pekerja tersebut tidak masuk kerja meskipun ia masuk kerja.”
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PTWiradjaja Prima
Kencana Kota Pekanbaru mengenai upaya hukum dilakukan terhadap perusahaan yang

tidak membayar imbalan atas lebihnya jam kerja yang disepakati serta pemberian

73Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan Tenagakerja Kota PekanbaruBapak Sumadi,
Pada Hari Kamis, Tanggal 4 September 2021 di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.

74Hasil Wawancara Dengan Direktur PT Wiradjaja Prima Kencana Kota Pekanbaru Bapak Wirariawan
Lawer, Pada hari Kamis, Tanggal 4 September 2021, di Kantor PT Wiradjaja Prima Kencana Kota
Pekanbaru.
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imbalan atas masa kerja yang disepakati pada PT Wiradjaja Prima Kencana di Kota
Pekanbarubahwa masalah ini agar tidak berlarut larut diselesaikan pada pengadilan

hubungan industrial. Setelah nantinya para pekerja yang bermasalah ini melaporkan ke

Disnaker Kota Pekanbg “'i apa y ‘ . ami akan mengikuti
proses hukum : ‘\‘ Q@ ga hak para

pekerja yang Aake Ka aflg seharusnya
didapat.”

Berdasarkafi 8 asi 1 ) gadll upaya hukum
dilakukan terhad: haan yan | D ePihnya jam kerja
yang disepakati erian an atas a_yang disepakati pada PT

Wiradjaja Prima

ada, buruh-buruh Jah m kerja U j diberikan upah
mengadukan  kepada@¥ Beg AWas erja Disnaker Kota

2003. Di dalam pasal 176 telah dinyatakan :“Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan
oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen

guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan”. Jika

mengacu pada bunyi pasal tersebut, artinya ada pegawai negeri sipil, yang kalau di

75Hasil wawancara dengan beberapa Karyawan PT Wiradjaja Prima Kencana Kota Pekanbaru, Pada hari
Kamis, Tanggal 4 September 2021, di Kantor PT Wiradjaja Prima Kencana Kota Pekanbaru.
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daerah biasanya berasal dari dinas tenaga kerja yang ditunjuk oleh pemerintah unuk

melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang R.I Nomor 13 Tahun 2003.7
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BAB IV

76Hasil Observasi Penulis dilokasi penelitian, Pada hari Kamis, Tanggal 4 September 2021, di Lokasi
Penelitian.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada beberapa kesimpulan dari penelitian ini diantaranya adalah :

DI disay yepepe fup udwnyo(q

1. Idealnya hubungan antara pekerja dengan pengusaha haruslah tercipta keadaan
yang “simbiosis mutualisme” atau saling menguntungkan antara kedua belah
pihak. Seyogyanya, untuk menciptakankeadaan yang demikian, pengusaha harus
betul-betul memperhatikan dan memenuhi hak hak buruhnya dan pengusaha
jangan hanya mengejar keuntungan, tetapi juga perlu memperhatikan

kesejahteraan pegawainya.
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A.

2. Hendaknya kepada Dinas Tenagakerja Kota Pekanbaru dan pengusaha khusunya

PT Wiradjaja Prima Kencana Kota Pekanbaru harus melakukan pendekatan

terhadap para pekerja serta jugapekerja/buruh juga harus bekerja secara

\ ik sil _yang _teib etika. pe usahaan tempatnya
a inunatttl)

!ué

berani

L N

hak-hak

‘\\\\‘\\\‘

%

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU-BUKU
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PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar
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Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
kep.102 /men/vi/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.
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Vol. 7. No.

(Studi Kasus
> 17 Nomor 02

Lidia Febr

Jurnal Ekon

MS Harefa, r Bagi Pekerja
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WIBESITE
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Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengertian Lembur, diaksis pada hari Jumat,
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